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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Jalan Sakayok Rangkang - Bangkayang
iHoda Poa FiEad

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN BENGEAYANG

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : =a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas
serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu
disusun pengelolaan pengaduan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu
mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan
asas mudah, responsil, akuntabel, berkesinambungan;

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentulean
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1106};
2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia

Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor % Tahun 2015 tenlang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679];

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 fentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomaor 191);

G, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
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Diktum KEDUA hurul a, b, ¢, d, ¢, [, dan g adalah scbagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

KELIMA i Seluruh binya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini
dibcbankan pada Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara
Pelayanan Pubiik.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliraan dalam
penetapan  surat  keputusan ini akan diadakan perbaikan
scperiunya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 Februari 2024

ﬁ?{cpﬂlﬂ Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Bengkayang, ff

Pemnbina Utarka Muda/IV-C
NIP. 19641114 199203 1 006
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